
ten tang 
Republik 

Lembaran 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia TabUh 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); r.=::::::::::::::;;::;:::;;::;;;:;=:a;;;::;::;;;:;i 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik 1ndonesia Nomor 3851); 

ten tang 
Dalarn 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
Pembentukan Daerah-Daerab Kabupaten 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengab; 

Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor Tahun 2019 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati .Jepara ten tang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapaian dan 
Belanja Daerah Tabun Anggaran 2018; 

BUPATI JEPARA, 

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2018 

'l'ENTANG 

PERATURAN BUPATL JEPARA 
NOMOR 36 TAHUN 2019 

BUPATJJEPARA 
PROVINS] JAWA TENGAH 



Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1'ahun 
2005 Nomor 137 °Tambaban Lembaran Negara Republik 

11. Peraturan Pernerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lernbaran Negara Republlk Indonesia Nomor 
4502), sebagairnana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nornor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan .Layanan Umum [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17 l, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemer.intahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun '2014 Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Alas 
Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerinlahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lernbaran Negara Republlk lndonesia Nomor 
5234); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerab (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 15 1'ahun 2004 tentang 
Perneriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4400); 



Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
Pedoman Pengelolaan Keuaugao Daerali _ 
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22. Peraturan 

ten tang 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan clan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 'I'ambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 ,:ahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2017 Nomor 73, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 604 l ); 

18, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun '.?012 ten tang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

17 Peraruran Pemerintab Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 reruang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

14. Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tabun 2005 temang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4°585); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem lnfonnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Infoanasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5155); 



29. Peracuran Daerah Kabupaten Jepara Nomor Tahun 2019 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun A:nggaran 2018 
(Lembaran Daerah Kabupaten .Jepara' Tahun 20 L9 Nomor 

); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2018 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 9); 

27 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 20 J 7 
tenrang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2018 ( Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 20 l 7 Nomor 20); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nornor 13 Tahun 2017 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 13, 
Tambaban Lembaran Daerab Kabupaten .Jepara Nornor 8); 

25. Peraruran Daerah Kabupaten Jepara Nomor IO Tabun 2006 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
[Lernbaran Daerah Kabupaten Jepara Tabun 2006 Nomor 
10, Tambahan Lembaran Daerab Kabupaten Jepara Nomor 
3) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Daerab 
Kabupaten Jepara Nornor 11 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2013 Nomor 11,Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 10); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

23. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hlbah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerab (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 4 50) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peracuran Menteri Dalam Negeri Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hlbah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 54 l); 

sebagaimana telah bebcrapa kali diubah terakhlr dengan 
Peraruran Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 
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Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana climaksud da1am Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraruran Bupati ini. 

Pasal 2 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 107.256.511.653,00 

Rp. 166.987 .611.000,00 
Rp. 15.000.000.000,00 

Rp. 151.987.611.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto 

3. Pern biayaan: 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Rp. (44.731.099.347,00) Surplus 

Rp. 32.771.226.136,00 
Rp. 632.234.186.829,00 
Rp.397.783.041.502.00 

Rp. l.062.788.454.467;00 

Rp. 2.300.574.121.504,00 Jumlah Belanja 

b. Belanja Langsung 
l) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Modal 

Rp 816.319.754.321,00 
Rp. 0,00 
Rp. 51.616.300.000,00 
Rp. 22.900.380.000,00 
Rp 12.172.953.406,00 
Rp. 334.760.439.310,00 
Rp. 15.840.000,00 

Rp.1.237.785.667.037,00 

2. Belanja 
a. Belanja 'l'idak Langsung 

l) Belanja Pegawai 
2) Belanja Subsidl 
3) Belanja Hibah 
4) Belanja Bantuan Sosial 
5) Belanja Bagi Hasil 
6) Belanja Bantuan Keuangan 
7) Belanja Tidak Terduga 

Rp. 369.330.454.700,00 
Rp. t.339.634.292.620,00 
Rp. 546.878.274.837.00 

Rp.2.255.843.022.157,00 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2018 terdiri alas : 
I. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah 

Jumlah Pendapatan 

Pasa11 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG 
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 

MEMUTUSKAN: 



BERiiA DAERAH KABUPAiEN JEPARA iAHUN 2019 NOMOR 36 

EDY SUJATMIKO 

SEKRETARIS DAERAH KABUPAiEN JEPARA, 

~ 

Oiundangkan di Jepara 
pada tanggal 12 Agustus 2019 

Sekr'-taflb i\ i · ... • 
Asri·n I -----~~_J 
Ker. , 
Ka5. .: ~ 
Kep3ld $1(Fl) ;;;pa;::.:-,:;;gut;;,·U::;-1-~-t...ll.::.__j 

' · BAGIAN HUKUM 

PENELITIAN PRODUK HUKUM 
J.l\3"fAN 

Pit. BUPA'T'I JEPARA 
WAKIL BUPA'T'I, 

Ditetapkan di Jepara 
Pada tanggal 12 Agustus 2019 

Agar setiap orang mengetahuinya, memeriotahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Jepara. 

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

PasalS 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercanturn dalam Lampiran JI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati Jepara ini. 

-· 

Pasal 4 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Pasal 3 


